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KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jin. S. Parman No. 256 Padang 25133
Telepon (0751) 7055471 Faksimili (0751) 7055510

PANGAYMAT Laman: hitp-/sumbar. kemenkum.go.id Pos-el: kanwilsumbar@kemenkum.go.kl

Nomor : W3.PP.03.03-41 8 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal :  Undangan Rapat

Yth.

(Daftar Undangan Terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 100.3.252/Huk-Pdg/2025
tanggal 2 Oktober 2025, surat nomor 100.3.255/Huk-Pdg/2025 dan surat nomor 100.3.256/Huk-
Pdg/2025 tanggal 7 Oktober 2025, surat nomor perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Wali Kota, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 58 dan
Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk mengikuti rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2003 tentang Kedudukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang

—= Nomor 74 Tahun 2017 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Peker]aan Umum dan Penataan Ruang.

3. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan limu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

Selanjutnya, rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperwako
Kota Padang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 9 Oktober 2025
Pukul . 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Virtual (Meeting ID: 560 091 1501

Passcode: harmon256)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH,
=\

Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H., M.H.




Lampiran

Surat Kepala Kantor Wilayah
Nomor :W3.PP.03.03-41
Tanggal : 8 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN

Kepada Yth:

Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat
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WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG 9%
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali
Kota Nomor 75 Tahun 2017 tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah
pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

b. bahwa sehubungan dengan adanyva perubahan kewenangan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dimana penyelenggaraan air limbah domestik merupakan
urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang maka peraturan wali kota tersebut perlu
diubah dan disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor
74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
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Mengingat

Menetapkan

2

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota
Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Repubilik indonesia Tahun 2024 Nomor 161, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6976):

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampal Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun
2023 Nomor 2);

. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 68);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 75);

]

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PADANG.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata
Kerja Lnit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 75) diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1

berbunvi sehagai berikut -

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah

(38

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemctintaban dacrah  yang  ncmimpin  pelaksanazan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pckerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu
pada Dinas..

[9]]

2. Ketentuan Pasal 2 diubah schingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada
Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
a. UPTD wilayah I irigasi air dingin;
b. UPTD wilayah Il irigasi gunung nago; dan
c. UPTD pengelolaan air limbah domestik.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. UPTD wilayah 1 irigasi air dingin merupakan UPTD
dengan klasifikasi A;
b. UPTD  wilayah I irigasi gunung nago merupakan
UPTD dengan klasifikasi A; dan
c. UPTD pengelolaan air limbah domestik merupakan
UPTD dengan klasifikasi A.
Ketentuan Pasal 3 dihapus.
Ketentuan Pasal 4 dihapus.
Ketentuan Pasal 5 dihapus.
Ketentuan Pasal 6 dihapus.
Ketentuan Pasal 7 dihapus.
Ketentuan Pasal 8 dihapus.
Ketentuan Bdgum Kedua Escl 0..Lr1ng Pasal 11 umdpu%
10 Diantara BAB Il dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni
BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

L@ o b

BAB IIIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR

LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
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Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14A
(1) UPTD pengelolaan air limbah domestik merupakan UPTD
operasional Dinas di bidang air limbah domestik.

(2) UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas seita wajib
melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 14B
(1) Susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah domestik
terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah
domeslik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 14C

(1) UPTD pengelolaan air limbah domestik mempunyai tugas
dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang di bidang layanan air limbah
domestik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD pengelolaan air limbah domestik
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan
ketatausahaan UPTD Pengelolaan air limbah domestik;

b. pengumpulan bahan dan menyusun pembagian jadwal
kegiatan pengelolaan air limbah dosmestik.

c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah
domestik;

d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian

UPTD;

. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;

. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;

.pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

UPTD:
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 14D
Kepala UPTD bertugas memimpin pelaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragrafl 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14E

(1) Kepala sub Dbagian tata wusaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan Ketatatusahaan UPTD, administrasi
keuangan, serta pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian di UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala sub bagian tata usaha mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan ketatausahaan dan
pengkoordinasian peraturan perundang-undangan
dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan
UPTD;

b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelayanan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian kepada
semua unsur lingkup UPTD maupun instansi terkait serta
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tertib
administrasi;

c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan
anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat,
kerasipan dan kehumasan UPTD;

d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis
penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi antar unsur lingkup UPTD maupun instansi
terkait melalui dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya.




Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada
diundangkan.

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR

dengan



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KEPALA UPTD

I f |
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L SUB BAGIAN TATA USAHA
| A

{ i
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| |

i
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN



Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR.....




